
Mengmgat 

: ·a. bahwa untuk melaksan,akan ketentuan Pasal 83 ayat (5) 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan 
ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Merrteri Desa, 
Pembangunan Daerah. Tettinggal dan Transmigrasi Nomor 5 
Tahun 2CH6 tentang Pembangunan Kaw.asart Perdesaan, 
diantaranya bahwa penetapan kawasan peroesaan dan 
Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa dalam rangka mempercepat dan meningkatkan 
kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan 
pemberdayaan rnasyarakat desa melalui 'pendekatan 
partlsipatif dengan .memprioritaskan pe:ilgembangan potensi 
dan pemecahan masalah .kawasan perdesaan, rnaka perl.u 
adanya penetapan dan perenoanaan kawasan perdesaan 
dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten 
Cirebon 'Nomor 7 Tahun 2018.tentang Rencana Tata Ruang: 
Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-20313 dan sesuai 
RPJMD· Ka:bupaten, terutama dalam penentuan prioritas, 
jenis, dan lokasi _progi:am pembangunan; 

<::. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana .ctimaksua 
pada huruf a dan huruf b, .. maka perlu adanya Ren~ 
Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Cireban 
yang dltetapkan dengan Peraturan Bupati. 

L Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sis,tem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran N'egara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 725); 

3. Undang-UndangNomor 6 '.fahun 2014 tentang Desa [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54~5);. 

4. Undang-Undang Nomcr 23 'Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu~liK 
Indonesia Tahun 2014 Nemer 244, Tambahan Lembaran 
Negara Repub1ik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana, telah 
beberapakal:i diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang .Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nemer 5.8, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

PERATURAN BUPATI CIREBON 
NOMOR 32 TAHUN 2018 

TENT ANG 
RE.NCANA PE~GUNA.N KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN CIREBON 

DENGAN RAH.MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI CIREBON, 

NOMOR 32 TA.HUN 2018, SERI 
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5. Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014 tentang 
Administraai Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 560 l ); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6, Tahun 2014 rentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l5 
Nomor 1.23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5539) sebagaimana telah drubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nornor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2oi4 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran N~ Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapaian dan Belanja 
Negara (Lemba:ran Negara Republik Indonesia Tamm 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa.kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 LCntang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pernerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia. Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara RepubliklndonesiaNomor 5864); 

8. Peraturan Menteri Desa, Pemba:ngunan Daerah TertinggaJ, 
dan, Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembangu.r:ian Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 359); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 
lndonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

10. Peraturan Mcnteri Dalarn Negerl Nomor 96 Tahun 20 J 7 
tentang 'Tata Cara Kerjasama. Desa di Bidang 
Pemerintahan Desa (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1444); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 
tentang Pembentukan dan Penataan Keeamatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nornor 17 Seri D. l 0) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2007 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon 
Nomor L7 Tahun 2006 teruang Pembentukan dan Pen,ataan 
Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 
Nomor 18, Seri D.9); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten. Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Pemerint.ab Desa clan BPD (Lembaran Daer:ah 
Kabupaten Cireben Tahun 2015 Norn.or 2, Serl E,l, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupat.en Ctrebon Nomor I 
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraruran Dacrah 
Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pcmcrintah 
Desa dan BPD (Lembaran Daerah Kabupaien Cirebon 
Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.l); 

13. Peraturan Daerah Kabupatcn Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabuparen Cirebon. Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3); 

• 
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6. Perl'!,ngkat Daerah .adalah unsur pernbantu Bupati dan 
DPRD 'dalarn penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah; 

7. satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada 
pernerintah daerah kabupaten; 

8. Kecamatan adalah b'agian wilayah dari daerah kabupaten 
yang clipimpin oleh Carnat; 

9. eamat adalah pimpinan kecamatan sebagai bagian 
wilayah dari kabupaten; 

10. Rencana Pembangunan J,angka Menengah Daer:,iJt yang. 
.selanjutnya disingkar RPJMD adalah dokumen 
perencanaan Daerah, untuk periode 5 [lima] tahun 
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya .masa 
jabatan Kepala Daerah; 

11. Rencana Pernbangunan Tahunan Daerah . yang 
selanjutnya disebut" Rencana Keria Pernerintah Daerah 
yang seianjutnya disingkat .RKPD , adalah dokurnen 
perencarraan Daerah ufituk periode 1 (satu) tahun; 

sebagai ·unsur 
yang memimpin 

yang inenjadi 

Dalam Peraturan Bupari ini yang dimaksud dengan : 
1. Gubemur adalah Guberrnrr Jawa Barat; 
2. 'Daerah adalah Kabupaten Cirebon; 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati 

penye'Jepggar~ Pernerintahan Daeraf 
pelaksanaan urusan pemerintahan 
kewenangan daerah otonom; 

4. Kabupatenadalah Kabupaten Cirebon; 
5. Bupati adalah Bupati Cfrebon; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 26i6 
tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Cirebon [Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2018<2038 (Lernbaran Daerah Kabupaten €irebon 
Tahun 2018 Nomor 'l; Seri E.5, Tambahan Lernbaran Daerah 
Nom6r47); 

16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60' Tahun 2016 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekrecariat Daerah, Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan lnspektorat 
Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Oirebon 
Tahun 2016 Nornor 60, Seri D.9); 

17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Cirebon [Berita Daerah ·Kabupateh Oirebon Tahun io16 
Nomor 61, Seri D.10); 

18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 20.1(5 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah 
Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 20'16 Nornor 62, Seri D. 11). 

PERATUJMN BUPATI TENTANG RENC:A,NA PEMBANGUNAN 
KAWAS.AN PERDESMN DI KABUPATEN CIREBON 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pa~,'11 l 

·~ 
.) 

Menetapkan 

• 

• 



• 

12, Rencana Kerja Perangkar Daerah yang selanjutnya 
disingkat Rcnja Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun; 

13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat 
RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang 
rnerupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur 
terkait yang batas dan sisternnya ditentukan berdasarkan 
aspek administratif dan / atau aspek fungsional; 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya 
dislngkat APBN adalah rencana keuangan tahunan 
pcrnerintahan negara yang diserujui oleh Dewan 
Perwakilao Rakyat; 

15. Anggarao Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 
disingkat APBD adalab rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang diserujui oleh kepala daerah 
dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah: 

16. Desa adalah desa dan desa adat selanjumya disebut 
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memllikl 
batas wilayah yang berwenang urrtuk mengarur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepenungan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usu!, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam srstcm pcmcrintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia: 

17. Pernerintah Desa adalah Kuwu di ban tu perangkat Desa 
sebagai 'unstrr penyelenggara Pernerintahan Desa; 

18. Pembangunan Pesa adalah upaya peningkatan kualitas 
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan rnasyarakar Desa; 

19. Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Desa. 
selanjutnya disingkat RPJ·MDes;:1 adalah dokumen rencana 
pernbangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun; 

20. Reneana Kerja Perrrerintah Pesa, selanjutnya disingkat 
RKP Desa, adalab penjabaran dari RPJM Desa unruk 
jangka waktu l (satu) tahun; 

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjuinya 
disingkat APB Desa, adalab renoana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama 
olch Kuwu dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan 
Desa; 

22. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang rnempunyai 
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan surnber 
daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai 
tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial, clan kegiatan ckonomi; 

23. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pernbangunan 
antar desa yang dilaksanakan dalam upaya memperccpat 
dan meningkarkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan 
rnasyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang 
diretapkan oleh Bupati; 

24. Kawasan perdesaan tertentu adalah kawasan perdesaan 
yang mempunyai nilai strategis dan penataan ruangnya 
dilak:ukan menurut ketentuan perundang-undangan; 

• 
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25. Klastcr adalah kumoulan, kclornnok. himounan. aiau 
gabungan obvek tertentu vana memiliki keserupaan atau 
atas dasar karakteristik tertcntu; 

26. Tim Koordinasi Pernbangunan Kawasan Perdesaan, 
selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lernbaga yang 
menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan 
sesuai dengan tingkatan kewenangannya; 

27. Pendamping Kawasan Perdesaan adalah pihak yang 
berperan dalam .mernfasilitasi desa ; 

'28. Tim Koordinasi Pernbangunan Kawasan Perdesaan 
Kawasan, selanjutnya dislngkat TkPKP Kawasan, adalah 
lembaga atau Tim yan_g diberuuk sesuai dengan rema dan 
dellneasi kawasan perdesaan yang keanggolaannya 
bersifat Ileksibel yang dapat berubah keanggotaannya 
tergantung pada tema dan delineasi kawasan perdesaan 
yang mengalarni perkembangan dan dapat berubah dalarn 
kw:un waktu 5 tahun; 

29. Pibak Ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, Pernerintah Desa yang membantu penyelenggaraan 
pernbangunan .kawasan pcrdesaan yang dapat berasal dari 
perguruan tinggl., konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat; 

30. Sadan Kerja Sama Antar Desa yang selanjucnya dismgkat 
BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar 
kesepakatan antar Desa untuk membanru Kuwu dalam 
melaksanakan keija sama -antar Desa; 

31. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disingkat 
Bumdes bersama adalah badan usaha yang seluruh atau 
sebaglan besar rnodalnya dimiliki oleh dua Desa atau lebih 
melalui penye:rtaan modal secara langsung yang berasal clan 
kekayaan Desa maslng-mgsing yang dipisahkan guna 
mengelola aset, jasa pclayanan, dan usaha lainnya untuk 
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa ; 

32. Prociuk unggulan desa dao produk unggulan kawasan 
perdesaan adalah upaya rcembearuk, memperkuat dan 
memperluas usaha-usaha ekonorni yang difokuskan pada 
satu produk unggulan di wilayah Desa atau d1 wilayah 
antar Desa yang dikelola rnelalui .kerjasama an tar Desa; 

33 .. Remberday~an masyarekat ad~ah segala upaya fasllitasi 
yang bersifat non Instruktif; guna meningkatkan 
peng~tahu!U' d~n kemarnpuan masyerakat, agar rnampu 
~e~a:i~entifikas1 masalah yang dihadapi, potensi yang 
dimiliki, rnerencanakan dan rnelakukan pemecahannya 
dengan memanfaatkan potensi seccmpat; 

34. Program ada~ bentuk instrumen kebijakan yang berisi 
satu atau Ieblh kegiaeac yang dllaksanakan oleh SKPD 
datau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah 
aerah untuk mencapai sasaran dan rui 

pembangunan daerah· ~uan • 
35. I~ adalah bagjan dari -program yang clilaksanakan oleh 

atau beberapa SKPD sebagal bazian dari - - . . satu 
•--,,- ·- da - - · penca:paurn sasaran ""' ...,._w pa suar:u program, clan terdiri dari seku 
tin~ pengerahan sumber daya baik yang ~pa :.SO~ 
(SUmbcr_ daya manusia), !iuang modal teTrru!suk peralacan d . 
~ologi, darn\, arau kombinasi dari bebera_pa atau ke ~m: 
Jerus Stm)bcr- daya tersebut., sebagaj sukan 
nienghasil.kan keluaran (ot.apu4 daJam ben~ barani~; untuk 

• 

5 

-----~--,---,-...,..-------- - - ~ -- 



Pasal5 
(1) Pernbangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk 

rnempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, 
pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan 
masyarakat Desa. melalui _pe,pdekatan partisipatif dengan 
mengintegrasikan berbagai kebljakan, rencana, program, 
dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. 

(2) Pernbangunan sebagairnana dirnaksud pada ayat (l) 
diprioritaskan pada pengernbangan potensi dan/atau 
pernecahan masalah kawasan perdesaan. 

Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan 

Pasal 4 
Mak'sud 'pembangunan kawasan perdesaan adalah 
pembangunan antara beberapa desa, minimal 2 (dua) desa, 
yang diharapkan akan terbentuk sinergi, sating melengkapi, 
saling memperhatikan dan terbentuk ellsiensi, pernbangunan 
dan pernanfaatan fasilitas antar desa secara bersama. 

• 

Rasal ·3 

Prinsip pernbangunan kawasan perdesaan diselenggarakan 
berdasarkan prinsip : · 
a. partisipatif; 
b. holistik dan komprehensif 
c. berkesinambungan; 
d. keterpaduan; 
e. keadilan; 
i'. keseirnbangan: 
g. transparansi; 
h. akuntabilitas. 

Bagian Kesatu 
Ruang Lingkup dan Prinsjp 

Pasal 2 
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 

Maksud dan Tujuan; 
Relevansi, Cakupan dan Fungsi Kawasan Perdesaan; 
Penyelenggaraan Pernbangunan Kawasan Perdesaan; 
Kelernbagaan; 
Pendanaan; 
Penutup. 

a. 
b. 
c. 
d. • e. 
f. 

BAB II 
RUANG LINGKUP, PRINSJP, MAKSUD DAN TUJUAN 

36. Indikator kinerja adalah -alat ukur spesiflk secara 
kuantitatif dan/atau kuailtatif urrtuk masukan, proses, 
keluaran, basil, manfaat, dan/atau darnpak yang 
.menggambarkan tingkai oapaian kinerja suatu program 
atau kegiatan. 
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t2) Cakupan pembangunan kawasan perdesaan adalah 
lapangan gekerjaa.n, perturnbuhan ekonomi, infrastruktur, 
kerjasama pembangunanj upaya penanggulangan 
kerniskinan, kesejahteraan bersama, konsumsi dan 
produksi yang berkelarijutan, 

PasalB 
(1) Cakupan Pernbangunan Kawasan Perdesaan rnelipuri : 

a. pembangunan rencana tata 'ruang: kawasan perdesaan 
paf'tisipatif; 

b. pengembangan pusat pertumbuhan antar desa secara 
terpadu; 

c. rnengernbangkan sumber daya: alam dan mertfrigkatkan 
kualitas Jingkungan mclalui pemetaan potensi 
kawasan, .irigasi-drainase, rehabilitasi kawasan dan 
konservasi Iahan; 

d. penguatan .kapasitas masyarakat clan peningkatan 
kualitae SOM perdesaan melalui pelatihan, birnbingan 
teknis, pendarnpingan, fa§ilitasi kerjasama; 

e. kelembagaan dan kemitraan ekonorni serta peningkatan 
kualitas sosial; 

f, pembangunan infrastruktur antar perdesaan dan 
'kualitas prasarana dan sarana perdesaan; 

g; pengembangan ekonorni melalui pengembangan pasar 
kawasan, Bumdes Bersama, Usaha Berbasis Komunitas, 
modal usaha, investasi, promosi dan pemasaran clan 
sarana bisnis. 

• 

Pasal7 

Fungsi Kawasan Perdesaan meliputi : 
a. pendalaman (deepening) dan percepatan pernberdayaan 

masyarakat desa, penguatan nilai tambah skala ekonomi dan 
keberdayaan desa, 

b. menjembatani. (bridging} adanya peciyatuan potensi desa 
dan optimalisasi rantai pasok atau nilai, serta penguatan 
konektivitas iiari daya.tawar desa terhadap kota, 

c. kolaborasi. (colaborating) antar dan intra desa, kolaborasi 
antar desa·dengan pernangku kepentingan. 

a. pengendalian (C'orttrollt'itg) kawesan pedesaan yang 
dibentuk harus dan telah: sesuai dengan ketentuan RTRW 
terutama rencana sistetn perdesaan, sehingga ada 
pengendalian pernanfaatan ruan~. 

• 

Pasal6 
Relevansi perlu adanya kawasan perdesaan yaitu ·: 
a. mendorongekonomi yang memiliki nilai tambah; 
b. memperkuat posisi tawar ; dan 
c. kolaborasi antar desa dan meneegah kanibalisme antar desa. 

Bagian Ketiga 
Relevansi, Fungsi dan Cakupan Kawasan Perdesaan 
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Paragraf2 
Mekanisme Pengusulan Kawasan 

Pasal 11 
(1) Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atai, 

diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspiras 
rnasyarakat desa. 

(2) Pengusulan k.;i.~vasan perdesaan sebagairnana dimaksuc 
pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pihak Ketiga. 

(3) Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa dese 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) .harus memilik 
gagasan kawasan perdesaan yang sesuai dengan tujuar 
sebagaimana yarig dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). 

(4) Kawasan perdesaan yang diusulkan sebagaimans 
dirnaksud pada ayat (3) disepakati oleh beberapa Kuwi 
yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan melalu 
musyawarah antar desa dalam bentuk suratkesepakatar 
kawasarr perdesaan. 

• Pasal 19 

(1) Ka:was_an yang dapat diusulkan dan ditetapkan sebaga 
kawasan perdesaan rnerupakan bagian dari suan, 
kabupaten yang terdiri dari beberapa desa yang 
berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadi, 
yang merniliki kesarnaan clan/atau keterkaitan rttasalal' 
atau potensi pengembangan. 

(2) Penetapankawasan perdesaan mernperhatikan: 
a. kegiatan pertaniari; 
b. pengelolaan. sumber daya alam dan surnber day!)l lainnya; 
c. tempat permukiman perdesaan; 
d. tempat . pelayanan jasa pemerintahan, sosial dar 

ekofiomi perdesaan; 
e. nilaistrategis dan prioritas kawasan; 
f: keserasian. pembangunan antar kawasan .dalarr 

wilayah kabupaten; 
g: kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; 
h. keterpaduan dankeberlanjutan pembangunan. • 

Paragraf 1 
Sasaran Kawa:san Perdesaan 

Bagian Kesatu 
Pen~sulan Kjlwasan Perdesaan 

Pasal9 
Penyelenggaraan pembangunan .leawasan perdesaan meliputi: 
a. pengusulan kawasan perdesaan; 
b. penetapan kawasan perdesaan; 
c. perencanaan kawasanperdesaan; 
d. pelaksanaan pembangunan ka was an .perdesaan, 
e, pelaporan clan evaluasi pelaksanaan pcrnbangunan. 

.!SA.IS 111 
PENYEI;ENGGARA,AN PEMBANGUNAN KAWASAN 

PERDESA:AN 



kawasan 
ditentukan 
pasar, dan 

usaha 

g. kesesuaian dengan regulasi yang ada; 
.h.memperhatikan aspek Iingkurigan;' 
i. lamanya masyarakat dalarn melakukan 

tersebut: 
(2) Dalam penetapan kornoditas unggulan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
berdasarkan terna kawasan, RTRW; peluang 
aspirasi rnasyarakat. 

Pasal 13 
(.lj Standar tahap 'pemilihan komoditas sebagai produk 

unggulan kawasan perdesaan rrrelipuri : 
a. ketersediaan bahan baku: 
b. ketersediaan sumber daya. manusia (SDM); 
c, ketersediaan sarana dan prasarana; 
d. adanya pasar jangka pendek dan jangka panjang; 
e. adanya pasar domestik dari ckspor; 
f. keterlibatan. rnasyarakat atau UMKM, Bumde sa 

beraama; 

• 

Pasal 12 

(1) Kawasan perdesaan dapat diusulkan melalui dua pihak, 
yaitu: 
a. diusulkan oleh beberapa desa yang rergabung dalarn 

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD} derigan atau 
tanpa -didampingi oleh pihak ketiga. 

b. diusulkan . oleh . ~KPD Kabupaten dengan 
memperhatikan aspirasi masyarakat desa. 

(2) Dalam mengusulkan suatu kawasan perdesaan, TKPKP 
Kabupaten atau BK.AD kawasan perdesaan perlu 
.melakukan inventarisasi dan identifikasi deskripsi 
'kawasan dalam aspek narna kawasan, .letak dan 
kewilayahan, potensi ekonorni terrnasuk di dalarnnya 
komoditas unggulan kawasan dan komoditas unggulan 
desa, mobilitas penduduk, sarana dan prasarana, 
masalah yang dihadapi, dan delineasi kawasan, 

(3) Pengusulan kawasarr perdesaan sebagaimana dimaksud 
pada ayal.- (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan. 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 
Pengembangarr Daerah dan Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Deta dalarn bentuk surar usulan dilampiri 
dengan berita acara 'kesepakatan bersama, deskripsi 

~awasan perdesaan dan pets delineasi kawasan, 
(4) Delineasi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

merupakan batas: imajinen kawaean yang terdiri atas 
sejurrilah desa yang . membentuk kawasan yang 
diteritukan berdasarkan keterkaitan kornoditas 't'lnggulm1,' 
tema kawasan.. dan masalah. yang akan ditangani pada 
desa-desa yang-membenfuk kawasan . • 

(5) Surat kesepakatan kawasan perdesaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Bupati. 

(6) Kawasan perdesaan yang diprakarsai oleb Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat fl) harus 
mendapatkan persetujuan Kuwu dan tokoh masyarakat 
yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan, 



• 

Pasal 14 
(\) Penilaian usulan dilakukan oleh TKPKP Kabupaten 

dengan melakukan veriflkasi data dan mencermati 
urgensi pembangunan kawasan perdesaan. 

(2) Prioritas penetapan dilakukan pada kawasan yang memilikt 
potensi atau masalah paling besar dlantara kawasan lainnya. 

(3) Syarat kawasan perdesaan yang lolos adalah : 
a. memiliki potensi kornoditas unggulan/masalah yang 

urgen dan layak unnrk dikembangan/disetesaikan 
dalam skala kawasan, 

b. pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerah 
(RPJMO) Kabupaten, serta ddak memiliki dampak 
merusak lingkungan di luar batas toleransi yang tidak 
dapatditanggulangi. 

c. disepakatr olch desa-desa, Sadan Kerjasama Ancar 
Desa, dan pihak-pihak terkait. 

d. mcmiliki peluang untuk memperoleh dukungan program 
dari sektor-sektor dan atau SKPD terkait sesuai 
kebutuhan, untuk menjamin keberianjutan pembangunan. 

e. pembangunan kawasan perdesaan yang akan 
dilakukan tidak berpcluang untuk menirnbulkan 
konllik kepentingan, rnernperhattken kearifan hukurn, 
dan eksistensi masyarakat hukum adat, 

(4) Penilaian penentuan kornodlras unggulan sekaligus 
rnerupakan upaya verifikasi kornodltas unggulan kawasan 
yang telah ditetapkan pada tahap pengusulan kawasan. 

(5) Penilaian usuJan akan menghasilkan tiga kemungkinan 
yairu lolos tanpa syarat, Jolos dengan syarat, dan tidak lolos. 

(6) Apabila lolos tanpa syarat, TKPKP Kabupaten harus segera 
rnemproses usulan penetapan Kawasan Perdesaan kepada 
Bupati. 

(7) Apabila lolos dengan syarat berkas dikcmbalikan kepada 
pengusul, Selanjutnya pengusul melengkapi persyaratan 
yang kurang untuk diusulkan kembali. 

(8) Apabila tidak lolos, berkas dikcmbalikan kepada pengusul. 

Pasal 15 
( l) Pene1.apan kawasan perdesaan, d llaku kan apabila usulan 

kawasan perdesaan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 11 
dan Pasal 12 sudah memenuhi persyaratan yang 
ditenrukan. 

(2) Usulan penetapan. dilakukan oleh TKPKP Kabupacen 
kepada Bupari. 

• 

(3) Perumusan komod~tas unggulan dalam musyawarah 
antar desa sekahgus rnerupakan upaya verifikasi 
komoditas unggulan kawaean yang .akan disepakati dan 
dikembangkan lebih lanjut. 

Bagian Kedua 
Mekanisme Penetapan Kawasan Perdesaan 
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Pasal 17 
(1) Pembuatan peta delineasi dan susunan fungsi kawasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16·ayat (4) huruf b 
dimaksudkan untuk rnelakukan verifikasi delineasi 
kawasan dan sekaligus menetapkan lokasi dan akses 
pusat kawasan dan hl'n.terland (pendukung/penyckong) 
kawasan, serta dari pusat kawasan ke kota terdekatnya 
dan pusar kawasan pertumbuhan lainnya. 

• 

Pasal 16 
(1) Rencana Pernbangunan Kawasan, Perdesaan (RPKP) 

merupakan tindaklanjut dari penetapan kawasan 
perdesaan yang telah disetujui eleh Bupati. 

(2) Rencana Pernbangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) 
merupakan rencana pembangunan jangka menengah 
yang oerlaku selama .5 tahun untuk Gap kawasan yang 
telah ditetapkan dan memuat program pembangunan. 

(3) Pehyusµnan RPKP dilaksanakan oleh TKP~P Kabupaten 
secara partisipatif dan dapat dibantu oleh pihak ketiga. 

(4) Tahapan penyusunan RPKP sebagai berikut: 
a. identifikasi kondisi lokasi; 
b. pembuatan peta delineasi.dansusunan fungs! kawasan; 
c. penyusunan model sincrgisrrre; 
d. penyusunan matrik kegiatan dan, program; 
c. penetapan dokumen RPKP. 

(5) Kondisi lokasi yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayal_ ,(4) huruf a m_ eliputi aspek kondisi tisi~ lahan, 
kependudukan, sosial budaya, serta sarana dan prasarana 
kawasan. 

(6) Data kondisi lokasi diperoleh melalui data sekunder dan 
data primer. 

(7) Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
bersumber dari kabupaten dalam Angka, Kecarnatan 
dalam Angka, Monografi Desa, Data Profil Desa dan Data 
Potensi Desa [Podes] pada 1:ahi:.1n terakhir. 

(8) Data yang digunakan ~eb,aga}mana dimaksud. pada ayat (7) 
diupayakan yang paling· mutakhir dari yang tersedia 
rnaksimal data 3 tahun terakhir. 

• 
Paragraf 1 

Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan 
Perdesaan 

Bagian Keti_ga 
Perencanaan Kawas.an Perdesaan 

(3) Surat· usulan pe.i:ietaP<;U:! kawasan sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1) dilarnpiri dengan, deskripsi kawasan dan 
delineasi kawasan yang sudah diverifikasi oleh 1'KPKP 
Kabupaten, berita acara penilaian .kawasan yang 
ditandatangani oleh anggota TPKPK Kabupaten. 

(4) Surat penetapan kawasan perdesaan ditandatangani oleh 
Bupati dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transrnigrasi 
dan Gubernur .Jawa Barat dengan ternbusan kepada 
'I'KPKP Kawasan. 

u 



(7) Dalarn hal bidang dan/ atau potensi desa yang akan 
dikerjasamakan dalam kawasan perdesaan belurn tertuang 
dalam RPJM Desa dan RKPDesa:, dilakukan perubahan 
terhadap RPJM Desa clan RKPDesa. 

• 

(2) Susunan fungsi kawasan rnencakup penetapan lokasi dan 
fungsipusat kawasan sc,:rta desa-desa pendukung kawasan. 

(3) ~;usat kawasan sebagaimarra dimaksud pada ayal (2) 
diarahkan untuk pengembangan fasilitas layanan skala 
kawasan seperti pasar kawasan, industrt pengelahan, 
bank, dan lain sebagainya. 

(4) B~sa-desa pendukung sebagaimana dirtlak~ud pada ayat (2) 
diarahkan untuk produksi komoditas primer atau baban 
baku, dan sebagainya. 

(5) Peta delineasi dan susunan fuugs] kawasan perdesaa.n 
didasarkan atas Reneana Tata Rliang Wilay.ah Kabupaten 
(RTR\V), Rencana Tata Ruang Desa, serta aspirasl masyarakat, 

Pasal 18 
(1) Pernbangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan 

prinsip antara lain : 
a. partisipatif; 
b. holistik dan kornprehensif; 
c. keterpaduan, dan 
d. berkesinarnbungan. 

(2) Pembangunan kawasan perdesaan harus dilaksanakan 
melalui sinergisme antar 'berbagai komponen sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c. 

(3) Sinergisrne sebagaimana dimaksud pada .ayat (2) 
merupakan proses kolaborasi atau kerjasama dua entitas 
a.tau lebih yang berkemitrnen, mernbentuk suaeu sistern 

_yang saling mernpengaruhi 'urrtuk mencapai . t1:1ju~n 
bersama, dan. rnemberikan perubahan yang lebih baik 
atau berbeda dari efek masing-rnasing. - 

(4) Model . sinergisme. pembangunan kawasan .rnerupakan 
kerangka atau formulasi yang mereprescntasikan suatu 
sistern berupa rangkaian komgonc'n/ entitas pembangunan 
ka.wasan perdesaanyang terstruktur dalam klaster dan an tar 
klaster yang saling bekerja sama secara tcratur dari hulu ke 
hilir untuk mencapai tujiian pemban~nan kawasan . 

(51 Penyusunan. model sinergisrrre sebagaimana d~~ksµd 
dalarn Pasal 16 ayat (4) Iruruf c dilakukan melalui analisis 
sistem. sinergisme komprehensif dengan tahapan: 
a. perumusan tujuan bersarna pembangunan ka.was.aii 

sesuai dengan kesepakatan, 
b. penetapan .komoditas unggulan /ktaster, 
c. analisis klaster; 
d. penyusunan kerangka model, 
e. kesepakatan model. 

(6) Mood sinergisrne, bidang danj'atau potensi Desa yang 
akan dikerjasarnakan dalarn kawasan perdesaan dan 
.merupakan kewenangan desa harus tertuang dalam. RPJM 
Desa dan RKPDesa. 

• 

12 

~-------------------- --- -- 



Pasa1 21 
(l) -Analisis klaster sebagairnana dimaksud dalam Pasal I 8 ayat (5) 

· buruf c dirnaksudkan untuk mengidentifika.si· isu-isu strategis, 
kebutuhan, dan komponen pembangunan kawasan perdesaan 
yang akan berperan dalam jaringan mata rantai sub sistern. 

(2) Analisis .klaster dilakukan melalui Forum Grup Discussion 
di tingkat kawasan dengan tahap sebagai berikut: 

a. mengidentifikasi kegiatan yang sudah dilaksanakan 
oleh masing-masing. kornponen pada masing-masing 
su bsistem klaster; 

b. mengidentifikasi isu-Isu strategis (permasalahari) yang 
dihadapi dan kegiatan yang dibutuhkan pada rnasing 
masing subsistern ; 

c, mengidentiflkasi komponen yang akan melaksanakan 
kegiatan. yang dibutuhkan. 

• 

Pasal20 
(1) Klaster terdiri atas klaster komoditas yaitu kornoditas 

unggulan yang akan dikembangkan dan klaster pendukung. 
(2) Dalarn satu kawasan, dimungkinkan unruk terdiri atas 

beberapa klaster komoditas unggulan .. 
(3) Klasrer pendukung ber.upa Iayanan di tingkai kawasan 

yang sebagian bcsar akan dikernbangkan di pusat 
'kawasan atau berupa infrastruktur jalan. yang 
menghubungkan antar desa dan antara pusat kawasan 
dengan. desa-desa pendukungnya. 

(11-) Sasaran klaster merupakan sasaran kinerja klaster yang 
ierukur dan akan dicapai dalarn tempo lima tahun. 

(1) Tujuan bersama pembangunan kawasan perdesaan 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 18 ayat (5) huruf" a 
dirumuskan dan disepakati oleh seluruh kornponen 
pernbangunan kawasari perdesaan serta memperhatikan 
peraturan clan tema kawasan. 

(2) Tujuan pembangunan .kawasan perdesaan yaitu 'untuk 
rnempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, 
pengembangan ekohomi, dan/atan pernberdayaan 
rnasyarakat desa. 

(3) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ('.?) diperjelas 
atau ditambah dengan sasaran terkait dengan tema 
rnastng-masing kawasan . • 

.(8) Perubahan terhadap.Rls.llvl Desa dan RKPDesa sebagaimana 
dimaksud pada .ayat (7) dilakukan melalui musyawarah 
perencanaan pernbangunan Desa yang diadakan secara 
khusus dengari mekanisme perubahan. 

Pasal 19 



Pas:tl24 
(1) Hasil identifikasi data kondisi _Iokasi, delineasi dan 

sustl:1;1an Iungsi .. kawasa1;, analisis klaster, dan lain-lain 
selanjutnya disajikan dalam Rancangan RPKP. 

(2) Rencana pembangunan _ka:w·asan perdesaan mcrupakan 
.rencana 'pembangunan jangka menengah yang berlaku 
selama 5. (lima) tahun yang- .didalamnya memuat program 
pernbangunan di setiap .kawasan yang dibentuk. 

(3) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana 
dimaksud pada ayaL (2) dapat diubah 'dengan 
rnenyesuaikan.pada perkernbangan kebutuhan kawasan. 

(4j Program pernbarigunan sebagaimana dirriaksud pada ayar (2) 
terdiri dari kegiatan prioritas tahunan. 

(5) Sistematika penyajian rancangan RPK? ·sebagairnana 
dimaksud pada ayat (J) sekurang-kurangnya sebagai berikut: 

BAB I PENDAHL!LUAN 
1.1 Latar Belakang 
1.2 Tujuan dart SJi,saran Pembangunan Kawasan 
1.3 Landasan Hukurn 
1.4 Kedudukan RPKP 
1..5 Kaitan Dengan dokumen perencanaan lainnya 

• 

Indikator capaian masing-masing kegiatan diarahkan 
untuk mendukung pencapaian sasaran klaster. 

(5) Besaran volume kegiatan, dana, sumber dana, dan c;ipaian 
kegiatan diisi oleh rnasing-masing kornponen yang telah 
bersepakat: untuk mendukung pernbangunan kawasan. 

(1) Setelah model yang memuat sistem, tujuan bersama, 
. sasaran klaster dan pe:ran rnasing-rnasing kornponen 
disepakati, .rnaka disusun. matrik kegiatan . 

(2j Matrik kegitan mernuat komponen pelaksana, kegiatan 
yang akan dilaksanakan, lokasi (desa), jumiah dan 
'sumber dana, wakru, dan indikator capaian, 

(3) Komponen dan kegiatan diturunkan dari hasil anallsis klaster. 
(4) 

• 
Pasal :23 

Pasal 22 
(1) Kerangka model sinergisme pembangunan kawasan 

-perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) 
huruf dmemuat : 
a. pelaksana kegiatan yang tersistem dari hulu ke hilir; 
b. tujuan pcmbangunan kawasan clan sasaran masing 

masingklaster: 
c. pimpinan kolaborasi, dan koordinator kolaborasi. Tiap 

klaster dikoordinasikan oteh SKPD yang berkompeten. 

(2) Model stnergrsme harus disepakati oleh semua komponen 
pelaksana yaitu Pemerintah (Jintas sektor], BKAD, Desa, 
masyarakat dan baden usaha. Kesepakatan dituangkan 
dalam berita acara yang ditandatangani -oleh perwakilan 
masing-rnasing. 

14 



• 

BAB II GAMBARAN UMUM l<.AWASAN PE:RDESMN 
2.1 Perrnasalahan 
2.2 Kondisi Geografis dan Adrninistrasi 
2.3 Kondisi Sumber Daya Manusia 
2.4 Modal Sosial Budaya 
2.5 Kondisi Perekonomian wilayah 
2.6 Sarana dan Prasarana 
2.7 Kondisi kelernbagaan 
2.8 Pendekatan 
BAB ID PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESMN 
BERBASIS PRODUK UNCGULAN 
3.1 Delineasi kawasan 
3.2 Tinjauan kebijakan 
3.3 Susunan dan Fungsi Kawasan 
3.4 Pengembangan klaster 
3.5 Pernilihan dan pcnetapan Prociuk Unggulan kawasan 
3.6 Jejaring Berbasis Produk Unggulan 
BAB IV NILAl S'l,"RATEGIS PEMBANGUAN KAWASAN 

PERDESAAN 
4. 1 Produksi Barang dan -Jasa Kawasan Perdesaan 
4.2 Penyerapan Tenaga kerja 
4.3 Peningkatan -pendepatan masyarakac dan 

pengurangan kemiskinan 

BAB V MODEL StNEROISME P&MBANGIJNAN KAWASAN 
5.1 Analisis Klaster 
5.2 Kerangka Sistem 
BAB VI KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM 
6.1 lsu Stralegis Kawasan 
6.2 Arab Kebijakan dan SLta~egJ Kawasan Perdesaan 
6.3 Program dan Kegiatan Pcrnbangunan Kawasan Perdesaan 
6.4 lndikator Capaian Kegiatan 
6.5 lndikasi Pendanaan 
BAB Vil KESfMPULAN DAN REl<OMENDASI 
7. l Keaimpulan 
7.2 Rekornendasi 

(7) Larnpiran RPKP meliputi : 
a. Serita Acara Musyawarah Antar Desa untuk 

mernberrtuk Kawasan Perdesaan; 
b. Oeskripsi Kawasan Perdesaan; 
c, Peta Delineasi Kawasan Perdesaan ; 
d. Pera Delineasi dan Susunan fo'ungsi Kawasan Perdesaan 
e. Peta Orientasi Lokasi; 
r. Peraruran Bersama Kuwu tentang kawasan Perdesaan: 
g. Surat Usulan Kawasan Perdesaan ; 
h. Surat Penetapan 'tKPKP Kawasan ; 
1. surat Penetapan Kawasan Perdesaan; 
J· Serita Acara Kesepakatan Model dan Tujuan Bersama 

Pembangunan Kawasan. 

• 
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Paragraf 2 
Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan 

Pasal 26 
(1) Pcnetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan 

mernperhatikan RTRW Kabupaten dan RPJMD 
Kabupaten, terurarna dalarn penenruan prioritas, jeriis, 
dan lokasi program pembangunan. 

(2) Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayar (I) 
memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdcsaan 
yang disusun oleh TKPKP kabupaten . 

Pasal 27 
(I) Penerrtuan keeamatan atau kawasan di Kabupat.en 

Ci:rebon yang dapat. dikembangkan menjadi Kawasan 
Perdesaan sesuai dengan ketentuan RTRW Kabupaten 
Cirebon terutarna slstem perdesaan, RPJMD dan 
ketenluan perundang-undangan yang berlaku dengan 
prioritas perunrukan dan [enis komoditas unggulan yang 
dapat dikembangkan. 

(2) Kawasan perdesaan dapat dibentuk pada desa-dese yang 
tidak berada dalam satu wilayah adrninistrasi kecamatan 
atau d:alam kecamatan :yang berbcda sepanjang ada 
kesepakatan bersama diantara desa-desa dimaksud 
karena ada keterkaitan komoditas unggulan, terna 
kawasan, dan rnasalah yang akan ditangani bersama. 

{3) Mekanisrne pengusulan. keoarnaran atau kawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk 
dapat dikernbangkan menjadi kawasan perdcsaan 
mengacu kepada ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12. 

• 

Pasal 25 
(1) Bupati clapat mengusulkan program pernbangunan kawasan 

perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada 
Gubemur dan kepada Pemerintah mela1ui Gubemur. 

(2) Program pcmbangunan kawasan perdesaan yang berasal 
dari Kemcnterian/Lembaga Pemerintah non Kementerian 
dan pemerintah daerah provinsi dibahas bersama 
Pemenntab Oacra.h l<abupaten untuk ditetapkan sebagai 
program pembangunan kawasan perdesaan. 

(3) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal 
dari Pemerintah dicantumkan dalam RPJMN dan RKP. 

(4) Program pembangunan kawasa!1 perdesaan yang berasal 
dan Pemenntah Daerah Provinsi dicantumkan dalam 
RPJMD Provinsi dan RK?D Provinsi. 

(5) Program pernbangunan kawasan perdesaan yang berasal 
dari Pernerintah Daerah Kabuparen dicanrumkan dalam 
RPJMD kabupaten, RKPD kabupacen, Renstra SKPD clan 
Renja SK.PD. 

(6) Bupail melakukan scsiallsasi pro~ram pernbangunan 
.kawasan perdesaan kepada Pernerlntah Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa, dan masyarakat. 

(7) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal 
Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa. 

• 
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Pasal 30 
(1) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan old 

satuan .kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupat 
berdasarkan, rnasukan dari TKPKP Ka bu paten dan/ atin 
Pemerintah Desa, 

(2) Periunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pad: 
ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP Kabupaten. 

• 

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan 
perwujudan program dan kegiatan pernbangunan tahunan 
pada kawasan perdesaan yang rnerupakan penguatan 
kapasitas masyarakat dan · hubungan kernitraan yang 
dilakukan oleh pemerintab (pusat, daerah dan desa), swasta, 
.badan·usaha, dai:i/atau rnasyarakat di Kawasan Perdesaan. 

Pasal 29 
(l) Dalarn rangka kerja sarna antar-Desa, pengelolaan 

kawasan _perdesaan dan pelayanan usaha antar Desa 
dapat dibentuk Badan Usaha Mllik, Desa bersarna yang 
merupakan milik 2 (dual Besa atau lebih. 

(2) Pendirian BL!M Desa bersarna sebagairnana dimaksud 
pada ayat (I) disepakati melalui Musyawarah aruar Desa 
yang difasilitaai oleh badan kerja sama an tar, Desa . 

(3) Badan Kerjasama Aritar Desa (BKAD) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) unsurnya terdiri dari: 
a. Pernerintah D.esa; 
b. Badan Perrnusyawaratan Desa; 
c. lernbaga kemasyarakatan Desa; 
ct. lembaga Desa lainnya; dan 
e. tokoh rnasyarakat dengan rnempertirnbangkan keadilan 

gender. 
(4) susunae organisasi, tata kerja dan pernbentukan B'KAD 

sebagaimana, dirnaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan 
Peraturan Bersama Kuwu rnengenai kerja sarna Desi'! 
dengan berpedoman kepada ketentuan peraturar 
perundang-undangan yang berlaku. 

(5) ·BKAD sebagairnana dimaksud pa.da ayat (3) rnernpunya 
tugas rnengelola kerja sama antar-Desa, meliput: 
mernpersiapkan, rnelaksanakan dan melaporkan hasi 
pelaksanaan, kerja sama, 

(6) BKAD bertanggurrg jawab kepada -masing-maaing Kuwu. 
(7) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kuwi 

ientaog Pendirian BUM Pesa bersarna ya~g di dalamnya 
dapat memuat kesepakatan penyertaan modal bersarns 
dari APBDesa masing-rnasing desa sebagai modal .awa 
Bumdes Bersarna. 

(8) Peraturan Bersarna Kuv.11 adalah peraturan yang ditetapkar 
oleh 2- (dua) atau lebih Kuwu dan berslfat rnengatur. 

• 

.1:1ag1an H..euga 
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan 

Pasal'28 



Pasal 32 
(1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 31 aysi~ (3) menjadi dasar bagi Sadan Perencanaan 
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam 
menilai.capaian Rencana Pcrnbangunan J{awasan Perdesaan. 

(2) Penilaian terhadap capaian Rehcana Pembangurian 
Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi dasar penyusunan Rencana Pembarigunan 
Kawasan Perdesaan. pada periode selanjutnya. 

(3) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 
Pengembangan Daerah melaporkan hasil evaluasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) kepada Bupati, 

{4j Bupati menindaklanjuti basil evaluesi sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sebagai arahan kebijakan 
kepada TKPKP kabuparen dalam pelaksanaan 
pernbangunan Kawasan Perdesaan pada tahun selanjutnya. 

(5) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat {'fl kepada TKPKP provinsj. 

PasaJ 31 
(1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan 

dilakukan berbasis desa dan berdasarkan Indikaror 
kinerja capaian yang ditetapkan dalarn Rencana 
Pembangunan Kawasan Perdesaan , 

(2) Pelaksana penrbangunan kawasan perdesaan rnelaporkan 
kinerjanya kepada Bupati melalui Badan Pererrcarraan 
Pombangunan Perielitian dan Pengernbangan Daerah. 

(3) Laporan kinerja sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) 
disampaikan kcpada Badan Perencanaan Pernbangunan 
Penelitian dan Pengernbangan Daerah tiap 3 (tiga) bulan 
dan dievaluasi seuap .l (satu) eahun sejak dirnulainya 
pelaksanaan cpembangunan. • 

Bagian l(;e'empat 
Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 

(3) Pernerintah Pusat darr/atau Pemerintah Daerah provinsi 
.dapat menugaskan kepada Dacrah .kabupaten untuk 
melaksanakan urusan pemerintahan · bi dang pem berdayaan 
.masyarakat dan desa berupa pembangunan kawasali 
Perdesaan berdasarkan .asas tugas pembantuan, 

(4) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh 
· satuan kerja perangkat daerah yang terkait dalam hal 

pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah provinsi, dau/arau Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah kabupaten. · 

(5) Pernbangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh 
Pemeriritah Dest, dalam hal f'endanaan berasal dar! 
Anggaran. Pendapatan dan Belanja Desa. 

(6) Bupati dapat merrunjuk satuan kerja perangkat daerah. 
yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakau 
pembangunan Kawasan Perdesaan da1am hal pendanaan 
berasal dati -surnber Jain yang sah dan tidak mengikat. 

(7) Bupati dalam menunjuk pelaksana pernbangunan 
kawasan perdesaan. harus mengacu pada Rencana 
Pembangunan Kawasan Perdesaan. • 
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a . .membantu TKPKP kabupaten dalarn penetapan dan 
perencanaan kawasan perdesaan; dan 

sebagaimana (2) Pendanrping Kawasan Perdesaan 
dimaksud pada ayat (1) bertugasuntuk: 

Pasa.135 
(1) TK.PKP' kabupaten dalarn melaksanakan tugasnya dapat 

dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan. 

Anggota: 

Sekretaris 

: Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan 
Penelitian dan Pengernbangan Daerah 
Kepala Dinas Pemberdayaan .Masyarakat 
Des a 
SKPD terkait yang ditetapkan tlengan 
Keputusan Bupati. 

(2) TKPK.P kabupaten sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) 
merupakan lembaga yang bertugas untuk: 
.a. melakukan supervisi, sosialisasi ketentuan 

pembangunan kawasan perdesaan, .dan memotivasi 
kepadaBKAD, Camat, dan Desa. 

b. dapat melakukan usulan pernbangunan kawasan 
perdesaan. 

c, memfasilitasi pengusulan pembangunan kawasan 
perdesaan, 

d. melakukan penilaian usulan pembangunan kawasan 
perdcsaan, 

e. mengkeordinasikan dan melaksakan proses penetapan 
kawasan perdesaan . 

f. mengkoordinasikan penyusunan rencana 
pembangunan kawasan perdesaan. 

g. menunjuk pelaksana: pembangunan kawasan perdesaan 
· dalam ha! kewenangan penunjukan pelaksana 
pembangunan yang didelegasikan oleh Bupati. 

h. melakukan monitoring; evaluasi, dan pelaporan 
pembangunan kawasan perdesaan atas dasar laporan 
TK:P~P Kawasan yang telah dilakukan verifikasi. 
Pelaporan ditujukan kepada TKPKP Provinsi, derrgan 
tembusan TKPKP Pusat. 

(3) Jumlah keanggotaan TKPKP kabupaten disesuaikan 
dengan kebutuhan. danj atau.koridisi daerah .. 

Ketua tim 
Wald! Ketua 

Pasal 34 
(l) TKPKP kabupaten sebagairnana dimakaud dalarn Pasal 33 

ayat ( 1) terdiri dari 
: Sekretaris Daerah 

BAB IV 
KELEI'i'IBAGAAN 

Pasal 33 
(1) TI<PKP dibentuk pada tingkat pusat, .provirisi, dan kabupaien. 
(2) TKPKP sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan pembangunan K,awasan Perdesaan 
sesuai dengan lingkupkewenangannya. 

19 
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Pendanaan pelaksanaan pernbangunan kawasan perdesaan 
'bereurn ber dari: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
I?- Anggarari Pendapatan dan Belanja Dae-rah Provinei; 
c, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten; 
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/ atau 
e. sumber lain yang sah clan tidak mengikat 

BABV 
PENDANAAN 

Pastll 38 

Pasal 37 
TKPKP Kawasan memiliki. tugas dan Iungsi sebagai berikut 
a. melakukan usulan pembangunan kawasan perdesaan. 
b .. menyusun reneana pembangunan kawasan perdesaan 

bersarna-sarna dengan Tl{:PKP Kabupaten, 
a. melaksanakan Rencana pernbangunan kawaseu 

perdesaan. dalam hal ditunjuk. oleh Bupati atau TKPKP 
Kabupaten . 

d .. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 
pernbangunan kawasan perdesaan, Pelaporan dilakukan 
kepada 'I'KPKP Kabupaten. 

• 

b. memfasilitasi dan membimbing 'desa dalarn 
pembangunan kawasan perdesaan. 

(3) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud 
p'ada ayat (1) berasal dari: Pihak Ketiga. 

Pasal (36 
(l) TKPKP Kawasan dibenruk sesuai tema clan delineasi 

Kawasan. Perdesaan dan ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

(2) Anggota TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (-1) meliputi 
a. Ketua Tim: Kepala Badan Perencanaan Pernbangurran 

Perielitian dan Perigernbangan baerah 
b. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 
c. Koordinator klaster (SKPD teknis sesuai klaster), 
d. Anggota : SKPD terkait.. Camat, Badan Kerjasama 

Antar Desa ' (BKAD), K1.1w.u, Sadan 
Permusyawaratan Desa (BPD), badan usaha 
dan tokoh masyarakat setempat. 

(3) K'e~otaan TKPKP Kawasan bersifat fle~sibel,. yaitu dapat 
berubah keanggotaannya. tergantung pada tema dan delineast 
Kawasan. Perdesaan yang mengalami perkernbangan 'dan 
dapat berubah dalam kurun waktu 5 rahun, 

(4) i'kPKP Kawasan ini dibentuk setelab ada penetapan 
' kawasan dan diproses oleh TKPKP Kabupaten. 

• 
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BAB VII 
KiETENTUAN PENUTUP 

Pasal 42 

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis Sadan 
Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati, 

(1) Terhadap Tim Ko9rdina.si Pembangunan Kawasan 
Perdesaan yang telah ada dan belum berpedornan pada 
.ketentuan Peraturan Bµpati ini a-gar segera menyesuaikan . 

(2) Terhadap Badan K:erjasama Antar Desa yang telah ada 
sclama lniagar tetap berjalan sampai dengan berakhirnya 
waktu kerjasama terseout, 

• 
Pasal 41 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIIUN 

BAB VI 
KETENTlfAN LAIN 

Pasal 40 
Format usulan kawasan perdesaan, Deskripsi kawasan 
perdesaan, Peta -delineasi kawasan perdesaan, kebutuhan 
data dan inferrnasi kawasan, jenis dan analisis klaster, 
Format Model Sinergisrne pernbangunan, Format Berita Acara 
Kesepakatan Model, ·Matiik Kegiatan Pernbangunan Kawasan 
Perdesaan sebagaimaria dimaksud dalarn Pasal 15 Ayat (2), 
P.asal 16 a.yat (5), Pasal 17 ayat fl), Pasal 20, Basal 2'2 
tercantum dalarn Lampiran ya11g merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupatl ini, 

• 

(1) Pendarraan pcnugasan dari Pemerintah Pusat kepada 
Daerah kabupaten 'uritnk melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan 
desa berupa pembangunan kawasan perdesaan 
'berdasarkan asas tugas pembantuan berasal, dari DAK 
dan/atau Dana Tugas Pernbanruan. 

(2) Pendanaan penugasan- dari Pemerintah Daerah provinsi 
kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang pernberdayaan rnasyarakat -dan desa 
berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas 
tugas pembantuan berasal dari Dana Tugas Pembanuian. 

Pasal 39 

2.1 



.-.-RAHMAT SUTRISNO 

SERITA DAERAH KABUPATEN C-!REBON TAHUN 2018 NOMOR 32 SERJ lil,24 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

TTD. 

BUPATI OIREBON, 

Ditetapkan di Surnber 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

Diundangkart di Surnber 
pada tanggal 16 <l'tJlie·~= 2.) ,a 
SEKR.ETARIS DAE~H KABUPATEN CIREBONf 

< -::.-, 
..... , '"'I 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam l3erita Daerah. 
Kabupaten Cirebon. 
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SERITA D.AERAR KABUPATE;N CIR!l:BON TAHUN 2018 NOMOR 32 SERllll.2.,f. 

~- 
RAHMA'J' SUTRISNO 

- 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 1, .&zunu.s ~1d 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

BUPATI CIREBON, 

TIO 

Diterapkan di $umber 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

Pasal 43 
Peraturan Bupati ini muJai berlaku padatanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berit.a Daerah 
Kabupaten Cirebon. 
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Arahan. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Desa pada Pasal 85 ayat (1) 
mengarur bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Dacrah Kabupaten/ Kota rnelalui 
satuan kerja pcrangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan 
rnengikutsertakan masyarakat Desa, {2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang 
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemcrintah Daerah 
Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya 
alam dan surnber daya manuaia serta mengikursertakan Pemerintah Desa dan 
masyarakat Desa, (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal 
Desa wajib diserahkan peJaksanaannya kepada Desa dari/arau kerja sama antar 
Desa. 
Untuk mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan, Kementerian Desa, 
Pernbangunan Dacrah Tertinggal, Gian Transmigrasi Lelah menerbitkan 
Peraturan Mertteri Nornor 5 Tahun 2016 teni.ang Pembangunan Kawasan 
Per:desaan dan Keputusan Dlrektur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan 
Nomor 14/DPKP/SK/07 /2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan 
Perdesaan. Berdasarkan kclentuan Pasal 6 dan PasaJ 7 Pcraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Dacrah Te.rtinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tencang 

Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan mengingat perkembangan sebagian 
wilayah tidak seeepat perkembangan wllayah lainnya, arau suatu kawasan 
memiliki potensi perturnbuhan yang cukup besar dan memerlukan dorongan 
ekstra darl Pemerintah/Pemerintah Daerah. Pasal 83 UU No 6 Tahun 20 l4 
tentang Desa menyebutkan bahwa Kawasan Perdesaan. merupakan perpaduan 
pembangunan antar-Desa dalam 1 [satu] Kabupaten yang dilaksanakan dalarn 
upaya mempercepat dan meningkatkan kuahtas pelayanan, pembangunan, dan 
pemberdayaan masyarakat D~ di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan 
pembangunan partisipatif, Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanekan 
dalam baias wilayah fungsional dan atau wilayah adrninistrasi, Isu-isu yang 
diangkat dalam pembangunan kawasan perdesaan antara lain rural-urban 
linkage; perrumbuhan; lapangan pekerjaan; lnfrastruktur: serta sinergisrne antar 
sektor, 'pasar', dan masyarakat; dengan dukungan dana dari APBN berupa dana 
perimbangan dan APBD yang dialokasikan pada masing-masing sektor. Berbeda 
dengan pendekatan desa membangun, riemegang kewenangan pernbangunan 
kawasan perdesaan adalah Perrrerintah Daerah yang bersinergi dengan 
rnasyarakat dan komponen lainnya kecuali kewenangan yang berskala l6kal 
Desa. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Len tang 
Desa, bahwa pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pernerintah, Pcmerintah 
Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pihak ketiga yang 
terkait dengan pemanfaatan aset desa dan tata ruang kawasan perdesaan wajib 
melibatkan Pemerintah Desa, Terrnasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, 
pernanfaaran dan pendayagunaan kawasan perdesaan wajib mengikutsertakan 
masyarakat sebagai upaya pemberdayaan rnasyarakat. · 

I. UMUM 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN BUPATl ClREBON 
NOMOR 32 TAHON 2018 

TENT ANG 

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN CIREBON 
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Pasal 3 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah penyelenggaraan 
Pembangunan Kawasan Perdesaan yang mengikutsertakan kelembagaan 
Desa dan unsur masyaraket Desa. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan "holistik. dan komprehensif" adalah Pernbangunan 
Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperharikan berbagai apsek 
kehidupan yaitu Iisik, ekonorni, sosial, dan lingkungan; dan dilaksanakan 
oleh bcrbagai komponcn unruk rnencapai u-1juan pcmbangunan kawasan. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan "berkesinambungan" adalah Pembangunan 
Kawasan Perdesaan dilaksanakan secara kcntinyn derrgan 
memperhatikan kelestarian Jingkungan agar hasil pembangunan dapar 
mernberikan rnanfaat jangka panjang secara berkeslnambungan. 

Huruf d 
Yang dimaksud dcngan "keterpaduan" adalah Pembangunan Kawasan 
Perdesaan dari sernua unsur yang berhubungan secara langsung 
maupun tidak langsung dalam pengelolaan kawasan perdesaan , 
Keter-paduan antar sekior dan keterpaduan antar level pernerintahan. 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah Pembangunan Kawasan 
Perdesaan memberikan kesernpatan yang sama kepada setiap unsur 
pembangungan dalam upaya meningkatkan dan rnernelihara kualitas 
hidupnya. 

ffuruf f 
Yang dimaksud dengan "keseimbangan" adalah Pembangunan Kawasan 
Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara 
pernbangunan fisik, ekonemi, sosial, dan lingkungan; antara kepentingan 
jangka pendek dan jangka panjang; dan antara kebijakan pusat, daerah, 
dan kepentingan desa/masyarakat. · 

• 

Pasal L 
• Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pembangunan Kawasan Perdesaan, diantaranya mengamanatkan bahwa penetapan 
kawasan perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan 
dengan Peraruran Bupati. 
Beberapa indikator ringkat keberhasllan pembangunan kawasan perdesaan 
yaitu: 
a. adanya konsensus bersama antar desa untuk melakukan kerjasama; 
b. diantara desa-desa yang bersepakat bisa memutuskan potensi yang akan 

dikernbangkan; 
o. mengusulkan pengelolaan kawasan dari hulu sampai hilir; 
d. adanya organisasi ekonomi berkernbang terutama BUMDes bersarna atau 

UMKM; 
e. investasi peningkatan kapasltas pelak.u; 
f. keberlanjutan program dan kegiatan kawasan. 
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Pasal 7 
Cukup jelas, 

Pase.IS 
Cukup jelas. 

Pasa19 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Culrup jelas. 

PasaJ 12 
Ayat (1) 

Burufa 
lnisiatif usulan dikoordinasikan dengan TKPKP Kabupaten atau 
TKPKP Provinsi, sehingga menghasilkan kesepakatan. 

Pasal 4 
Cukup jclas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Huruf a 

Yang dim.aksud dengan. mendororrg ekonomi yang memiliki nilai tambah 
bahwa surnber keterbelakangan desa karena hanya rnemproduksi bahan 
baku. Kesejahteraan berasal dari sektor pengolahan yang punya nilai 
cambah. Syarat yang hams dipenuhi rnesti ada skala ekonorni. Skala 
ckonomi hanya bisa pada level kawasan perdesaan, bukan desa, 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan rnernpcrkuat posisi lawar bahwa pelaku ekonomi 
desa hanya bisa sebagai price taker atau penerima .harga sebab icrpecah 
dalam indlvidu atau kelompok kccil. Bila mere.ka bergabung dalam kawasan 
dan dikelola oleh Bumd-es Bersama, maka posisi tawar mereka akan kuar dan 
menjadi price maker atau penentu harga, 

Hurufc 
Yang dimaksud. dengan kolaborasi antar desa dan mencegah kanibalisrne 
antar desa bahwa apabila desa dibiarkan berkompctisi saru dengan yang 
lain, maka mereka akan. sating rnematikan dan rnenguntungkan pclaku 
ckonomi besar di kota. Desa-desa diajak berkolaborasi, bukan 
berkompctlsl, agar menghasilkan kesejahteraan bersarna . 

Huruf g 
Yang dimaksud dengan "transparariei" adalah Pernbangunan. Kawasan 
Perdesaan yang monjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk 
mernperoleh informasi tentang pcnyelenggaraan Pembangunan Kawasan 
Perdesaan, yaknl inforrnasi tentang kebijakan, proses pernbuatan dan 
pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai, 

Huruf h 
Yang dimaksud dengan "akuntablllias" adalah, Pembangunan Kawasan 
Perdesaan dalam setiap pengarnbil keputusan harus bertan·ggung jawab 
kepada publik sesual dengan jenis keputusan, baik internal maupun 
ekaternal, 
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Pasa113 
Ayat (1) 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan Ketersediaan Bahan Baku adalah bahwa 
bahan baku yang digunakan diutamakan berasal dari kawasan 
perdesaan seternpat dan dalam jumlah yang cukup atau memadai, 
sehingga dapat menimbulkan ketergantungan terhadap 'kawsesan 

. lain. Pengem bangan bahan baku rnenjadi produk unggulan 
diharapkan mampu rnenirnbulkan multiplier effect yang dapat 
meningkatkan perekonomian -masyarakat. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan Keteraediaa.a Surnb.er Daya Manuela (SDM) 
bahwa ketersediaan SDM yang berkompeten mer upakan faktor 
utama dalam pengembangan preduk unggulan. Tanpa adanya 
SDM yang berkompeten (intellectual capital). maka sumber daya 
alam tidak akan terkelola dengan, optimal . 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan Ketersediaan Sararia. dan Prasarana 
adalah sarpras pendukung hingga sarpras tarnspcrtasi. energy 
dan komunikasi yang mendukung dari proses produksi hingga 
p~oses pemasaran. Sarp.ras . seperti jalan , sarpras perrgolahan 
hingga IT lrarus tersedia untuk mcdukung kegiaran 
pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan. 

Huruf d 
Yang dimaksud dengan Pasar Jangka pendek clap jangka panjarig 
bahwa P°rod-uk tersebut memillki pasar dan prospek uruuk 
dikembangkan tidak hanya untuk saat .ini aiau 'jangka pendek 
melainkan juga untuk jangka panjang. Perlu d'iper ha'tikan 
apakah prod uk tersebut dibutuhkan oleh pasar dalam. jangka 
waktu yang,lama.atau hanya tren se saat. 

Huruf e 
Yang dimalcsud dengan Pasar Domestik clan Ekspor bahwa 
Prod.uk unggulan harus merniliki nilai jual dan berdaya saing 
baik di pasar tingkat Iokal, regional dan interriasional. 

Huruf f 
Yang dimaksud dengan Kete,rlibatan masyarakat f;!tau UMKM, 
Burndesa Ber sam a bahwa Pengembangan produk yang 
diunggulkan harus 'melibatkan UMKM dan BUMDesa. semakin 
banyak U_MKM yang terlibat, maka sernakin banyak masyarakat 
yang terlibat. Pernanfaatan masyarakat local yang terg~bung 
dalam UMKM akan rnernbuka banyak lapangan kerja, sehingga 
maaalah pengangguran juga dapat teratasi. 

Huruf.g 
Yang dimaksud dc_ngan Kesesuaian dengan Regulaei bahwa perlu 
adanya regulasi dan deregulasi guna mendukung 
pengembangan proauk unggulan. Apabrla terdapai -kehijakan 
Pemerintah atau Pemeriritah daerah yang menghambat 
pengembanan produk unggulan .kawasan perdesaan, maka 
kebijakan tersebut dapat dideregujasi. 

Hurufh 
Yang dirnaksud dengan Aspek Lingkurigan Perigernbangan 

. produk yang diunggulkan harus ramah lingkungan a tau tidak 
n1enitnbulkan kerusa_kan lingku~gan, sehingga 
pengenibangannya berjalan sec;ara berkelanjutan. Proses 

Huruf b 
Inisiatif usulan disosialisasikan ke tingkat kecarnatan dan desa-desa 
terkait, oleh TKPKP dengan atau tanpa didampingi oleh pihak ketiga, 
sehingga menghasilkan kesepakatan. 
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Pasal rs 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
.Ayat (2) 

Cukup jelas, 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas, 
.Ayat (5) 

Gukup jelas. 

·Pasal 15 
Ayat (1) 

Penetapan kawasan perdesaan, dilakukan apabila usulan kawasan 
perdesaan sebagaimana dimaksud pada Pasal · 11 dan Pasal 12 sudah 
memenuhi persyaratan yangditenrukan dalam Pasal 19 ayat (1). dan aY,,at (2) 
serta Pas al 1.4 ayat (3) 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cuk.up jelas. 

Pasal 14 
Ayat (1) 

Cukup jelas, 
Ayat (2) 

Cukup jelas . 
Ayat (3) 

Cukup jelas, 
Ayat (4) 

· Cukupjelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Ayat (7) 

Cukup jelas, 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

produksl yang mengbasilkan Iimbah wajib diperhatikan 
perigelolaannya, 

H'urufi 
Yang dirnaksud dengan Lamanya Masyarakat dalam Melakukan 
Usaha. .Tersebut bahwa Kegiaran Pengembangan produk yang 
diunggulkan merupakan .k~~iatan yang sudah .membudaya 
dalam .kehid upan seharl-h ari oleh masyarakat desa setempat. 
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
Ayat ()) 

Cukup jelas. 

~asal 19 
Ayac (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Aya~ (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (~) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jetas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat(6) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

Ayat (8) 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Ayat (l) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Pasal 17 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 
Cukup jelas, 
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ajat (6) 
Cukup je1as. 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 
Cukup jelas . 

Pasal'.24 
Ayat (1) 

Cukup jelas . 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 22 
Ayat(l) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
· Cukup jelas 

Pasa121 
Ayat ( 1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2} 
Cukup jeJas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas, 

Pasal 29 
Ayat (J) 

Cukup jelas. 

Pasal28 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Ayat ( 1) 

Penentuan kecamatan atau kawasan di Kabupaten Cirebon yang dapat 
dikernbangkan menjadi Kawasan Perdesaan sesuai dengan keteruuan 
RTRW Kabupaten Cirebon terutama sistem perdesaan dengan prioritas 
peruntukan dan jenis kornoditas unggulan yang dapat dikernbangkan. 
Dengan contoh yang dapat dikembangkan menjadi kawasan perdesaan 
sebagai berikut : 
a. Kecamatan Sedong de3iian prioritas kegiatan atau produk/komodilas 

unazulan yang dapat · embangkan meliputi pertarnan (padi, jagung) 
perl<cbunan (mangga gedong gincu, pisang, tebu, kelapa, buah nagal 
petemakan (domba, kamaing, sapi], pariwisata alam. 

b. Kecarnatan Pasaleman dengan prioritas kegiatan atau 
produkfkomoditas ungguJan yang dapat dikembangkan meliputi 
pertanian tanaman pangan [padi, jagung) peternakan 1domba, ayam 
P.Cdagi~g/petelor/ka:mpung), pertarnbangan; wisata, perikanan budi 
daya arr tawar. 

c. Kecamatan Dukupuntang dengan prioritas kcgiatan aiau 
produk/komodilas unggulan yan. g dapar dlkembangkan mellputl 
P,ertaniart (padi], perkebunan (mangga, pisang, ke1apa) petemal<an 
[kerbau, dornba, kambing, ayapt kampurig, itik], perikarian budidaya 
air tawar, pcrtambangan, parrwisata alam, 

Selain kecarnatan atau kawasan, sebagaimana dimaksud di atas dapat 
pula dikernbangkan .kecamatan lain menjadi kawasan perdesaan 
sepanjang sesuai dengan RTRW Kabupaten Cirebon terutarna sistern 
perdesaan, RPJMD dan kctentuan perundang-undangan yang berlaku 

Ayat (2) 
Cukup jelas . 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Pasa126 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jclas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Pasal 36 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

·Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 35 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cu)Aip jelas, 

Pc;l'sal 34 
Ayat (1) 

Cukup jelas, 

Pasal 33 
Cukup jelas, 

A:yat (2) 
Cukup jelas . 

PaS,;tl 3i 
Ayat(1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 31 
Ayat (1) 

Cukup jelas, 

Pas~l 30 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

· Cukup jelas, 
Ayat (1) 

Cukup jelas . 

Ayac-(7) 
Cukup jelas. 
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TAMBAHAN SERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON 1'AMUN 2018 NOMOR 32 
SERI ...... 

Pasal 43 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Dalam menyusun Petunjuk Teknis Badan Kerjasama Antar Desa agar 
berpedoman kepeda ketentuan yang berlaku terutama Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasarna Desa 
dl Bidang Pernerintahan Desa. 

Pas-al 42 
Ayat (I) 

Cukup jelas. 

Pasal41 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

• Ayat (2) 
Cukup jelas, 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 40 
.Ayat (1) 

Cukup [elas. 

Pasal 39 
Cukup jelas, 

Pasal 38 
Cukup jelas. • 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 37 
Ayat (!) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 
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2.PLhak Yane: Menve >akati 
No Nama tnstansl/Desa .Jabatari/ Alamat Tanda 

Tanzan 

No Nama lnstacai/Desa .rabatan/Alamat Tanda 
Tan an 

Pihak-Pihak yang mengusulkan dan Menyepakati 
i. Pihak Penzusul 

Dernikian agar menjadl maklum, atas perhatian dan 
perkenannya disampaikan terima kasih . 

Sehubungan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak kiranya 
dapat dilakukan verifikasi dan proses penetapan kawasan perdesaan 
sesuai usulan kami. 

Dlpermaklumkan dengan hormat, bahwa sesuai hasil 
musya.wa.rah antar desa Pengusulan Kawasan Perdesaan yang 
dilaksanakan. pada hari/Tanggal : .. 
Tempat · ··· ·· · ·· ···· ··· · ··· ··· ············· 
Telah disepakati usu Ian kawasan perdesaan dengan terna 
kawasan yang 'meliputi desa di Kccamatan dengan 
daftar badir musyawarah, Deskripsi Kawasan Perdesaan dan peta 
delineasi kawasan sebagaimana tcrcanturn dalarn Lampiran surat 
ini. 

Sumber 

Tembusan: 
1. Yeh. Ketua 1'KPKP Kabupaten Cirebon 
2. Yth. Kepala Dlnas P_MD Kabupaten cirebon 
3. Yth. Kepala Bappel-itbangda Kabupaten Cirebon 
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon; 

Nomor 
Sifat Pen ting 
Lampiran : 1 (saru] berkas 
Perihal : Usulan Penetapan Pembangunan 

Ka.wasan Perdesaan . 

.Ke pad a 
Yth, Bapak Bupati Cirebon 

di 

... 201. .. . . - ... ~.' 

CONTOR SURAT USUJ...AN KAWASAN PERDESAAN 

FORMAT-FORMAT-PENDUKUNG USULAN KAWASAN PERDE$AAN 

· PERA1'URAN BUPATI CTREBON 

· 32 TAHUN 2018 
13 AOUSTUS 2018 

RENCANA PEMBANGlJNAN KAWASAN PERDESAAN DI l<ABUPATEl-N 
CIREBON 
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•) Dust bila ada potensi 

No Asoek Linal<;uo Uraian 
1 Nam a a. Terna kawasan 

Kawasan b, Nama Lokasi 
2 Letak a.Kecamatan 

Kawasan b.Knbupaten 
3 Wllayah a.Jumlah kecamatan 

b.dumlah dan dan Nruna Desa a.Desa ............ Kecamatan ............. 
b.Desa ............ Kecarnatan ............. 
c. Desa ............ Kecamatan ............. 
d .Desa ............ Kecamaran. .....••.•. , .. 

c, Luas Wilavah .... Ha 
d.Desa yang berpotensi sebagai 

eusat kawasan 
c. Perkembenaan Desa Desa tertinzzal ;; ..... unit nama desa ...... l 

Desa berl : ... unit ~: .... )_ 
Desa maiu : ...... unit loama desa •.. .,., .l 
Desa mandiri; ..... unidnama desa ...... T 

4 Potensl a.Kamoditas Unggulan a ................... dengan luas riil.i.ha, 
Ekooomi Kawasan ' 

EOLensial. ........ ha 
b ................... dengan luas rul.v.ha, 

ooiensial ......... ha 
b.Komoditas Unggulan Desa I a .................... denga.n luas rill...ha. 

notensial ......... .ha I b ................... dengan luas riil ... ha, 
cotenslal ......... ha 

I) Desa .................. a ................... dengan luas riil...ha, 
po ten sial. ....... .ha 

b ................... dengan tuas riil .•. ha. 
notensial ......... ha 

2) Desa .................. a ................... dengan luas riil ... ha, 
potensial ......... ha 

b ................... dengan luas riil ... hu, 
notensial ..... , ... ha 

3) Desa .................. a ... -::: ............. dengan luas riil ... ha, 
potensial ......... ha 

b ................... dengan luos riil ha . 
cotensial ......... ha 

4) Desa .. , .............•. a ............. dengan Iuas ri1l ... ha, 
potensial ......... ha 

r[il.v.ha. I b ................... dengan Iuas 
ootensial,.:..: ... ..,_,,11a 

5 Penduduk a. .Jumlah Penduduk I 

dan Mobilitas b. Pendudukrnenetan 
Penduduk c.Mata Pencaharian oenduduk 

6 Saran a clan a.Sarana Pendidikan 
Prasarana b.Sarana Keseharan 

., 
. 

Kawasan yang c.Sarana Ekonomi ! 
sudah.ada d.lnfrastruktur 

1 Permasalahan. a. Bidanz lnfrastrukrur 
yang dihadapi b.Bidana Ekonom.i 

c.Bidang Pendidikan 
d.Bidanz Kesehatan 

8 Potcnsi Bencana, ............................. 
Ra wan a.Desa .............................. Luas notensi bencana .......... Ha 
Bencana +) b.Desa, ............................. Luas porensi bencana .......... Ha 

c.Desa ................................. Luas ootensi bencana, .... .... Ha .. . . 

Tabet tresknpsr l\.awasan r-eroesaan 
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·- Aspek Rincian Data *) Wujud Tampilan 
data ·~1 

a.Fiaik dr,;sar Luas dan Batas Wilayah .Peta, tabel 
La~ Administrasi 

Kondisi ~ (tcrut.ama data mengenai Peta, tabel 
1 ,curah huian 
Ti>:pegFafi Peta, tabel 
a. Kcmiringan Lereng 
b. T<et.in~tan· Laban 
c. Kecen - erun;;an Bentuk Permukaan Lahan 
.Jenis Peta, tabel 
Tarrah 

~ng"'in.aan lahan Peta, ta bel, =a.file 
Kebencanaan Peta 
Kawasan, dcngan satwa dan ekosistem yang Peta, tal;iel 
diliridunzi 
Data keagrartaan Peta, tabel 
a. Status tanah 
b. Rerata kepemilikan tanah 

.c. Rerata oenzuasaan lahan 
b. Kependudukan .Jumlah Pcnduduk Tabet, -=ank 

dan Sosial Jumlah Penduduk miskln Tabcl . zrafik 
budaya Sebaran oertduduk Peta, tabel 

Komposisi penduduk Grafik, label 
a. J enis kelamin 
b. Struktur umur 
c. Mata Pencaharian 
d. 1'Jn~kat pendidikan 
Kondisi Sosial Budaya Tabel, narasi, 
a. Aktivitas sosial/ budaya yang rutin dilaknkan desknptif, foto 
b. Organisasi kemasyarakatan 
c. Kearifan local 
d. Seni budaya pertunjukan 
e. Seni keraiinan lokal 

7 

Kondisi ekonomi yang diiderrtifikasi disesuaikan Peta, tabel, grafik, c.Ekonomi 
denaan .komoditas unaautan van!! akan foto 

Kebutuhan.Data dan Informasi 

1ie:=.!i'!== - -·· i. ~ . - :r:-=--- 

- ·- -- 
· -- 
- - 

1:=r ~- I • 
....,o .. ,- ~-~ 

\ 

I 
'i-- 
I ~- .., . -- ~ ........ --~ ...... _ 

·' ~-- ' ·' , .. :=--·\~ 

-- 
·- 

--=- 

~~, L =::...~·IWAl1i·:.. 
.. _._.. MIECAIM11.1Ul1~ •temlO!"O 1- - ~-....:. 

• T ,.- - ,.._ .. 
\ '\ -· .. 
i. . .--·. \ ... _ '--, .. 

'\ ' · -, l>o.--· 

Contoh Peta. Dclineasi Kawasan Perdesaan 
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Klaater 

~ I La,da 

Saaara~ Kloster 
(Dicapal clalam Waktu Lima 

Luas sawah:~....,..10""0-o-Irla denganIndeks Rontaoaman (IP)="'°""'3.,.o"'""o 

Luas Jada 1000 Ha dengan produksi rata-rara .... 
Diekspcr ke Eropa .~:--~""7·~-'-,,,,----:--"-' 

jDestinasi wisata a.lam Kunjungan wisatawan ... orang/talrun 
'-- . _, _ 

Ocntoh jenis klaster dan sasarannya 

l"ungsl puaat 11........., 
, Pusal 1aya"er, -ml, 
ekonorn1, danlot,.,u 
111<.1us1r1 yang int1l"l(lll'Jl 
(!•118-deaa di kawasan 

Fungal Defll-Oua 
P,,,ndullung 
, Prod'i'kaf kornoditos 

p,lmer dor\ komod11as 
1olnnya sesua1 tleng,,n 
ten,a 

Contoh Peta dclineasl dan susunan fungsi kawasan _perdesaan 
PEMBUATAN PETA DEUNEASI DAN SUSUNAN 
flUNGSI KAWASAN 

Kcte.mngan: 
•) pcnekanan rinclan data disesuaikan dengan masing-masing tema kawasan 
.... ) Peta d1up;zyakan menggunakan skala 1: 5 0000 atau sekurang-kurangnya 1: 2S 0000 

dil<em~ 
d.Sarana da.o 'Peniii.clikan Peta sebaran, prasarana serta esehatan tabel, foto 

pelayanan emei intahari 
sosra buoaya 

~Wkonom i 
Sarana 1>mniiks1 
1'ra.nsportas1 tabel. foto 
~nend Peta jarmgan, Arr ,n tabel.graflk, foto sanitasi 

lru1asj 
Informasi dan tclclromunikasi 
Koncus110JrastnlJ(tur 

c. Perkembangan Ocsa lertin11ecaJ : ...••• unit tnama desa, ..... ) Tabel 
Oesa l)esa berkembanz : ...... unit (oama desa ...... l 

Dcsa matu : ....•. unit [nama desa •.. - .. 1 
'"oesa mllJldiri: ...... unit 1..n-n desa., .•.. ) 

36 

• 

• 



No S.ub Sistem •) Program/Keg'iatan yang lsu Slrate9is (PermasaJahM), kebutunan, l.<eterangan• 
sudah dilaksanakan komponen terkait ., 
Komponen Program/ Pe(masalahan Kebutuhan Koml')onen 

yang Kegiatan .. ) pelaksarta .. ) 
kegiatan d,i(emukan 

1 i: 3 4 I ~ l 6 7 8 
- 

1 Pendidikan Disdik l?embangunan ~ondisi ruang Refral> r~ang Oisllik l(eglalan 
SMP kelas rusak kelas oaru lmal 

Ruang . ketas Pemban~unan yarig ~da Iida~ IPenambalian Disdik Kegiatan 
mampu ru.ang kela~ lanjutan menampung baru siswa yang 
m'endaftar 

- 
2 Kese.hatan"'l Din Rel\ Pemb:angu'nan, Rawat lnaP. Layanan Dinkes Kegiatan 

P.uskesmas be.I um dP,timat Puskesmas reguter 
Rawa! lnap karena llstrik rawat inap 

ternatas 
1,3 lnfrastruktur/ Dinas Pembangunan Jalan pores. Rehab,ilifasil Dinas PUPR, Kegiatan 

jalan PUPR Jal9n penguhubung Pemellharaan laofutan 
desa pusat Jalan 
kawasan (lan 
de.Sa 
pendulcung Kagiatan kawasan Peningka.tan Dinas PUPR 6aru sebagian Jalan berlubang dan 
ada vana 

{Jontoh Format Analisis Klaster PenduRung 

•) Subi:astem disesuaikan. dengan. klaster 
=) Skala kewenangan desa dilaksanakan oleh Desa 

'***) Program regular/Ianjutanvbaru 
****) Conteh pengistan tabel 

No Sub Sislem •) Pn;>gram/Kegialan ya.ng. lsu Strat~gis (Permasal9han). ~eb\Jtuhan. Keteranga I sudah dUaksanakan komp,;,nen terkait Ii'*~ 

Komponen Prog(am/ Perrnasatanan Kebuhihan K~mpori'en 

kegiatan yang Kegiat~n .. ) pelaksana .. ) 
ditemukan 

1 Sarana dan Dinas Penlngkatan l?embangunan llnas PUPR kab, Kegratan I prasarana'v) PUPR saluran jemba!an pada lhs &Jmber baru 
lrigasi/drainase saluran tersie1 day.rAirPrt,,, 

2 BuaJdaya"') Din.as Bantuan bibif Ke-,giatan ~enyuluhan Kegiatan 
Pertarrian padi ungg,vl Penyulu'han bugidaya padi lanjutan 

tercatas unggulan I 
I 

·3 Rengolahan 

4 Pe ma saran I - ·- 

Conton Format Analisis Klaster Komoditas A 

Tersedianya Iayanan pendukung dalam 'bentuk: 
a. .Jalan penghubung antar' desa 
b, Bank/Ll{M 
c. Puskernas-rawat inap 
d, SMK 

,e. Pabrik pengolah an 1ada 
f. Sumber air bereih 
g. PLN 

Perrdukung- 

• 
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Keterangan 
*) 1. Kompenen pelaksana : instansi lintas sektor di tingkat pusat/daerah, 

Pemerintah Desa, organisasi masyarakat atau badan usaha 
•1 2. Skala kewenangan desa dilaksanakan oleh Desa '"'l Program/kegiatan regular /lanjutan/baru 

'** J Conteh pengisian table 

Contoh Format Model Sinergisme Pembangunan Kawasan Perdesaan 

I rusaK l>er at 
.t Transponasl 

5 Pennodalan/ 
Perbankan 

6 l:nergi ....__ 
llsaha Fasiliasl Proo1111 Fasilitas, Din as Program/ 7 Mikro Dinas 
Kecil Koper as! Penge,roangan kerajinan Perma:;alahan Koperasl dan keglatan 

tansanlsouvem Proses 
11 Menengah can UKM Usaha Keen r art usaha Produksl UKM Ul(M baru 
I• Menengan mlkro masih Fasililasi 

sederhana, penlngkatan 
monoton can kemitraan Dina! Program/ 
b~lum bisa us aha bagi Koperasi dan kegiatan dlpasarkan UMKM UKM baru dei\gan baik 

8 Ost 
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Diundangkan di Sumb,er 
pada tanggal 10 tgustu.£1 2018 

SEKRETARIS. DAERAH ·:BUPATEN CrREBON, 

< 
-.,RAHMAT SUTRJ,82. 

SERITA DAERAH KAB1:JPATEN CIREBON TAHUN 2018, NOMOR 32 SERI s.24 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

Catatan : 
*) Pimpinan sidarig adalah Ketua TKPKP Kabupatcn 

BUPATI CIREBON, 

TTD 

No Nama Le.tp.baga/lns:t;ansi Jahat-an/ Alamat Tanda rangan j 
1 

_Mcwakili Peserta Forum Kon.sultasi Rancangan Rencana Pembangunan 
Kawasan Perdesaan ....... 

.. , -.201 . 
Pimpinan Sida.ng*, 

Pada hari ini, 
Hari Z'Tanggal : , . 
Waktu/Jam ,. ,. . 
Tern-pat . 

Telah diselenggarakan forum konsultasi [Kolabora si] rancangan Rericana 
Pembangunan Kawasan. Perdesaan (RPKiP) yang dihadiri oleh .J3KAD, 
Camat, SK.PD terkait dan para pemangku kepentingan .lainnya sebagaimana 
daftar hadir peserta yang tercantum dalarn Lampiran l berita acara ini. 

Forum Konsultasi (Kolabo-rasi) Raneangan Rencana Pembangunan 
Kawasan Perdesaan Agrowisata ...... : 

MENYEPAKATI 
Model Sinergisme, tujuan, sasaran , kegiatan dan pelaksana kej?:iatan 
Pembangunan Kawasan Perdesaan Agvowi:sata........... sebagaimana 
tercanturn dalam Lampiran II berita acara ini yang akan ditindaklanjuti 
dalam Rencana. Pembangunan Kawasan Perclesaan Agrowisata yang 
dituangkan dalam, peraturan Bupati Cirebon. 

Demikian berita aeara ini dibuat dan disahkan 'un tuk dapat digunakan 
sebagaimana; .mestinya. 

BERI'I'A A'CARA 
KESEPAKATAN MQDEJ, SINERGISME PEMBANGUNAN XA WASAN 

PERDESAAN KABUFATEN CIRE60N 

ContohFormat Berita Acara Kesepakatan Model Sinergisme Pembangunan Kawasan Perdesaan 
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- < :; . 
RAHMAT SUTRISNO 

BERITA DAERAH KABVPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 32 SERJ s.24 

Dlundangkan di Sumber 
pada tanggal ,, Acustu• 20 1:3 

SEKRETARIS DAERAJ.:I KABVPATEN CJREBON 

BUPATI CIREBON, 

TID 
SUNJAYA PURWADJSAS1'RA 

1-,-N_o__,,----N-a_m_a __ -+L_em_ aga rnstans1 .Jabata n/ Ala mat Ta rida tangan J 
1 • ._, 

Mewakili Peserta Forum Konsultasl Rancangan Rcncana Pernbangunan 
Kawasan Perdcsaarr ....... 

••••••••••• ' ••••••• 1 ••••••••• 

. , 201. ... 
Pimpinan Sidang*, 

Pada hari ini, 
Hari/Tang,gal : , . 
Waktu/Jam : . 
Ternpat . 

Telah diselenggarakan .forum konsultasi [Kolaborasl] rancangan Rcnca na 
Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) yang dihadiri oleh BKAD, 
Camat, SKPD terlcait dan para pemangku kepenringan lainnya scbagaimana 
daftar hadir peserta yang rercantum dalam Larnpiran I berita acara in.i. 

Porum Konsultasi (Kolaborasi) Ranoangan Rencana Pernbangunan 
Kawasan Perdesaan Agrowisata ...... : 

MENYEPAKATl 
Model Sinergisme, tujuan, sasarari, kegiatan dan pelaksana kegiatan 
Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisat,a........... scbagaimana 
tercantum dalarn Lampiran II berita acara ini yang akan dit lndaktanjuu 
dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowiaa ta yang 
diruangkan dalam perauiran Bupati Cirebon. 

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dapat digunakan 
scbagaimana mestinya. 

2 rdTs~t,--tf--~~~~~~..__~~~~~~~-1-~~~~~~~~~~~~~~ 
Catatan : 
«) Pimpinan sidang adalah Ketua TKPkP Kabupatcn 

Contoh Format Beri~ Acara Kesepakatan Model Sinergisme Pembangunan Kawasan Perdesaan 

SERITA ACARA 
KESEPAKATAN MODEL SINER01$ME ~EMBANGUNAN KAWASAN 

PElRDESAAN KABUPATEN CIREBON 


